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Perubahan kekuasaan di Indonesia tidak hanya dapat dilihat dari hasil pemilu atau dinamika politik formal, tetapi juga dari bagaimana negara mengelola tubuh ekonominya melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari era Presiden Joko Widodo hingga masa awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, BUMN menjadi cermin paling konkret dari konfigurasi kekuasaan, loyalitas, dan arah pembangunan nasional.

Monograf ini berangkat dari kegelisahan akademik untuk memahami bagaimana jejaring kepemimpinan di dalam BUMN terbentuk, bertransformasi, dan beradaptasi terhadap perubahan rezim. Selama satu dekade terakhir, BUMN tidak lagi sekadar entitas ekonomi, tetapi telah menjelma menjadi arena politik strategis di mana para elit, partai, dan birokrasi saling berkelindan dalam skema kekuasaan yang kompleks.

Penelitian dan penelusuran yang melandasi karya ini dilakukan dengan memadukan data resmi, laporan publik, arsip media, serta pendekatan interpretatif terhadap dinamika politik ekonomi Indonesia. Tujuannya bukan untuk menilai secara moral, melainkan untuk membaca pola-pola kekuasaan yang tersembunyi di balik penempatan direksi, komisaris, dan jaringan afiliasi yang mengelilinginya.

Bagi pembaca, Atlas Kepemimpinan BUMN diharapkan menjadi jendela untuk melihat bagaimana negara memproduksi elit ekonomi-politiknya. Buku ini juga dapat dibaca sebagai peta intelektual atas evolusi “kapitalisme negara” di Indonesia — suatu sistem yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang birokrasi, partai, dan kepentingan politik.

Saya menyadari bahwa buku ini masih menyisakan ruang bagi pembaca untuk menafsirkan ulang setiap data dan analisis yang ada. Itulah yang menjadi keindahan dalam dunia pengetahuan: ia tidak berhenti pada satu tafsir, tetapi terus bergerak mengikuti zaman dan kekuasaan yang mengelilinginya.

Akhirnya, karya ini saya persembahkan untuk para peneliti muda, jurnalis, akademisi, dan pemerhati politik ekonomi yang ingin memahami wajah baru relasi antara negara dan korporasi di Indonesia. Semoga buku ini menjadi kontribusi kecil untuk memperkaya wacana publik tentang arah dan karakter kepemimpinan di BUMN Indonesia, dari masa Jokowi hingga Prabowo.

Darussalam, 13 Oktober 2025

KBA
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Sejak awal era Presiden Joko Widodo (2014) hingga Oktober 2025, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia mengalami banyak perubahan dalam jajaran pimpinan. Posisi direktur utama, direksi, dan komisaris di berbagai BUMN diisi oleh sosok-sosok dengan latar belakang yang beragam – mulai dari profesional bisnis dan teknokrat, hingga politikus, purnawirawan militer/polisi, aktivis, bahkan figur publik dari kalangan artis. 

Pergantian kepemimpinan kerap mencerminkan dinamika politik dan strategi pemerintah dalam memperkuat BUMN sebagai agent of development. Kajian ini akan mengulas secara komprehensif profil pimpinan seluruh BUMN di berbagai sektor – mencakup agama, keluarga, organisasi, afiliasi politik, karier, serta hubungan mereka dengan pusat kekuasaan (Istana Negara) maupun dunia politik (Senayan). 

Selain itu, dibahas pula kiprah para pimpinan tersebut sebelum menjabat di BUMN, sepak terjang selama memimpin BUMN, keterkaitan keluarga mereka, hingga keberadaan mereka di media sosial. Periode pembahasan difokuskan sejak era Jokowi hingga Oktober 2025, termasuk transisi awal pasca berakhirnya masa jabatan Jokowi (presiden ke-7 RI) pada 2024.

​​​​Pola Pengangkatan dan Latar Belakang Pimpinan BUMN

Pada era Jokowi, penunjukan pimpinan BUMN dilakukan oleh Menteri BUMN (periode 2014-2019 dijabat Rini Soemarno, 2019-2024 Erick Thohir, dan pasca-2024 berganti sesuai kabinet baru). Dalam praktiknya, terdapat pola mix antara penunjukan profesional berprestasi dan penunjukan bernuansa politik.

Banyak direktur utama BUMN berasal dari karier panjang di industri terkait (internal BUMN atau swasta), namun tidak sedikit pula yang memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan. Sebagai contoh, sejumlah loyalis Jokowi dan tokoh relawan kampanye diberi kursi komisaris di BUMN sebagai bentuk penghargaan atau untuk memastikan arah kebijakan sejalan pemerintah. Andi Gani Nena Wea, misalnya, seorang aktivis buruh pendukung Jokowi, diangkat menjadi Komisaris Utama PT PP pada 2015 saat usianya baru 39 tahun – menjadikannya salah satu komisaris termuda di BUMN[1]. Andi Gani dikenal dekat dengan Jokowi sejak menjabat Wali Kota Solo, dan aktif menggalang dukungan buruh untuk Jokowi pada Pilgub DKI 2012 serta Pilpres 2014 dan 2019[2].

Di sisi lain, terdapat pula figur berlatar belakang partai politik yang menduduki jabatan pimpinan BUMN. Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN sejak 2021, adalah kader PDI Perjuangan dan pernah menjadi tim pendukung Jokowi-JK dalam Pilpres 2014[3]. Demikian pula, Rizal Mallarangeng, politisi Golkar, diangkat sebagai Komisaris Independen Telkom pada 2021[4][5]. 

Selain itu, mantan pejabat publik dan tokoh nasional kerap dipercaya mengisi posisi komisaris utama BUMN strategis – misalnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Gubernur DKI Jakarta, menjabat Komisaris Utama Pertamina 2019-2024; atau mantan Kepala BNN Komjen Pol. (Purn) Budi Waseso (Buwas) sebagai Dirut Bulog 2018-2023 dan kemudian Komisaris Utama Semen Indonesia di 2023. Ada pula sosok purnawirawan TNI/Polri yang menempati kursi pimpinan, sejalan dengan tradisi penugasan ex-officio di BUMN strategis (contoh: Bulog sering dipimpin purnawirawan TNI, Pertamina dan PLN memiliki komisaris dari unsur kepolisian/TNI, dll).

Dari sisi afiliasi organisasi dan agama, para pimpinan BUMN sangat beragam. Beberapa dikenal aktif di organisasi kemasyarakatan atau keagamaan, namun umumnya latar belakang profesional lebih menonjol. Mengenai agama, sebagian besar pimpinan BUMN mencerminkan demografi Indonesia (misalnya, yang berasal dari Jawa/Batik banyak beragama Islam, sementara yang dari Indonesia timur ada yang Kristen/Katolik, dll.), meskipun hal ini jarang disebut eksplisit dalam profil resmi. Kehidupan keluarga pun menjadi sorotan apabila terkait tokoh penting: terdapat pimpinan BUMN yang merupakan kerabat pejabat tinggi. 

Sigit Widyawan contohnya, adalah ipar Presiden Jokowi. Pada 2025, Sigit diangkat menjadi Komisaris Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menggantikan Budi Waseso[6]. Sigit merupakan suami dari sepupu Jokowi, sehingga ia menjadi saudara ipar Presiden ke-7 RI[7]. Sigit sebelumnya juga pernah menjabat Komisaris Independen di BNI (2018-2025) dan Jasa Marga (2015-2018)[8][9], menandakan peran kerabat presiden dalam struktur BUMN.

Di era Jokowi pula, marak fenomena pengangkatan figur publik dan profesional non-karier ke jajaran komisaris. Musisi Abdi Negara Nurdin (Abdee “Slank”) diangkat sebagai Komisaris Independen Telkom pada 2021 sebagai representasi generasi milenial dan simbol inklusivitas, meski pengangkatannya mengejutkan publik[10]. Wishnutama Kusubandio, mantan Menteri Pariwisata dan kreator media, selepas reshuffle 2020 ditunjuk menjadi Komisaris Utama Telkomsel (anak usaha Telkom) dan kemudian CEO InJourney (Holding BUMN Pariwisata) – menunjukkan rotasi antara jabatan menteri dan BUMN. 

Yenny Wahid (Zannuba A. Chafsoh), putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sempat menjabat Komisaris Independen Garuda Indonesia 2020-2021[11], membawa nama besar keluarga politik ke BUMN. Kehadiran figur-figur ini kerap diharapkan meningkatkan kepercayaan publik, meski tak lepas dari kontroversi terkait kompetensi spesifik mereka di bidang perusahaan yang diawasi.

Dari sisi interaksi dengan Istana dan Senayan, pimpinan BUMN berada di persimpangan antara bisnis dan politik. Banyak di antara mereka berelasi dekat dengan “orang Istana” – misalnya, beberapa merupakan staf khusus presiden atau wakil presiden sebelum beralih ke BUMN. Contohnya, Fadjroel Rachman, Juru Bicara Presiden 2019-2020, sebelumnya menjabat Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk 2015-2020[12]. 

Adapun hubungan dengan Senayan (DPR/DPD), sebagian pimpinan BUMN pernah berkiprah sebagai anggota legislatif atau setidaknya memiliki komunikasi intens dengan komisi terkait di DPR. Darmawan Prasodjo bahkan sempat hampir menjadi anggota DPR RI melalui mekanisme PAW (menggantikan Puan Maharani pada 2014), meski akhirnya memilih fokus di Kantor Staf Presiden[13]. Hal ini mengilustrasikan jejaring eksekutif-legislatif yang melekat pada beberapa tokoh BUMN.

Menjelang akhir era Jokowi dan memasuki pemerintahan berikutnya (2024-2025), terjadi peningkatan politisasi dalam pengisian jabatan komisaris. Pada pertengahan 2025, berdasarkan catatan Katadata, tercatat 30 orang Wakil Menteri merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN, melebihi separuh dari total wamen yang ada[14]. Praktik rangkap jabatan wamen menjadi komisaris ini sebenarnya dimulai di era Jokowi (contoh: Wamenkes Dante Saksono Harbuwono diangkat jadi Komisaris Pertamina Bina Medika IHC pada 2023) dan berlanjut masif di era selanjutnya[15]. 

Daftar tersebut mencakup nama-nama seperti Sudaryono (Wamen Pertanian) menjadi Komut Pupuk Indonesia, Immanuel “Noel” Ebenezer (Wamen Ketenagakerjaan, aktivis relawan Jokowi) menjadi Komisaris Pupuk Indonesia, Giring Ganesha (eks vokalis Nidji, Wamen Kebudayaan) menjadi Komisaris GMF AeroAsia, Fahri Hamzah (Wamen Koperasi UMKM, eks Wakil Ketua DPR) menjadi Komisaris Utama Bank BTN, Suahasil Nazara (Wamen Keuangan) dan Aminuddin Ma’ruf (Wamen BUMN) masuk jajaran Komisaris PLN, Kartika Wirjoatmodjo (Wamen BUMN) menjadi Komut BRI, dan seterusnya[16][17]. Masuknya para pejabat politik ini menambah dimensi afiliasi politik dalam struktur pimpinan BUMN.

Di tengah kompleksitas tersebut, sebagian besar direktur utama BUMN tetap diisi oleh profesional berdedikasi. Mereka membawa track record panjang di sektor industri terkait, berfokus pada kinerja perusahaan, transformasi digital, dan ekspansi bisnis. Para CEO BUMN juga semakin aktif di media sosial profesional seperti LinkedIn, berbagi capaian perusahaan, atau di Twitter/Instagram untuk citra publik. Beberapa nama populer seperti Basuki T. Purnama (Ahok) cukup aktif berkomunikasi via YouTube dan Instagram, sedangkan lainnya relatif terbatas tampil di media sosial pribadi kecuali untuk kepentingan korporat.

Berikut, kajian ini menguraikan per sektor BUMN semua pimpinan utama (Direktur Utama dan Komisaris Utama) serta profil latar belakang mereka, meliputi karier, afiliasi politik, organisasi, keluarga, dan hal-hal menonjol lain.

​

​​​​​

	[image: ]
	 	[image: ]


[image: ]

​​​BAB 2 Sektor Energi dan Pertambangan
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​​​​PT Pertamina (Persero) – Migas

Pertamina sebagai BUMN energi terbesar memiliki sejarah kepemimpinan yang erat dengan kepentingan strategis negara. Selama era Jokowi, Pertamina mengalami beberapa kali pergantian Direktur Utama. Di awal periode Jokowi, Dwi Soetjipto (2014-2017) memimpin Pertamina, diikuti masa Elia Massa Manik (2017-2018), lalu Nicke Widyawati (2018-2023) sebagai Dirut perempuan pertama Pertamina. Pada 2024, pasca Pilpres, pucuk pimpinan Pertamina kembali berganti. Simon Aloysius Mantiri ditunjuk menjadi Direktur Utama Pertamina per 4 November 2024[18][19]. Simon Mantiri bukan sosok internal Pertamina melainkan figur berlatar belakang kombinasi bisnis dan politik: ia adalah kader Partai Gerindra yang duduk sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat partai tersebut[20]. Sebelum jadi Dirut, Simon sempat menjabat Komisaris Utama (Komut) Pertamina pada pertengahan 2024, menggantikan Basuki T. Purnama (Ahok) yang mengundurkan diri 1 Februari 2024 untuk aktif berkampanye di Pilpres 2024[20][21]. Penunjukan Simon sebagai Komut – dan kemudian Dirut – menandakan pengaruh politik pasca koalisi baru: ia dikenal “orang dekat” Prabowo Subianto (Ketum Gerindra)[22]. Bahkan, jabatan Simon di struktur partai masih diemban paralel saat menjadi Dirut Pertamina[19].

Lahir tahun 1979 di Tomohon, Sulawesi Utara, Simon Mantiri berasal dari daerah mayoritas Kristen (kemungkinan ia beragama Kristen, sesuai asal-usulnya, meski tidak tercantum resmi). Ia menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang, lalu meraih gelar teknik kelautan dan MBA dari Institut Teknologi Bandung[23]. Karier bisnisnya sebelum ke Pertamina antara lain di sektor energi lepas pantai (pernah bekerja di CNOOC di luar negeri) dan berbisnis konsultansi. Simon juga pernah terjun ke politik elektoral; misalnya menjadi caleg Gerindra meski tidak duduk di DPR. Kedekatannya dengan lingkar Prabowo membuahkan penempatan strategis di BUMN ini. Relasi dengan Istana: Setelah 2024, Gerindra menjadi




​​​​PT PLN (Persero) – Listrik






​​​​Holding Industri Pertambangan – MIND ID
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